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DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS; 

2. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional 

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;

3. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai 

Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing;

4. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan 

Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

5. Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan 

Pembinaan Kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan



ALUR PENETAPAN KEBUTUHAN JF PPBJ
(Bedasarkan SE Men PAN_RB No.B/528/M.SM.01.00/2018) 
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1.PERENCANAAN PENGADAAN

2. PEMILIHAN PENYEDIA

3. MANAJEMEN KONTRAK

4. MANAJEMEN INFORMASI ASET 

FUNGSI PENGADAAN B/J



Fungsi Pengadaan di UKPBJ dan Satker/OPD

1

• Perencanaan
Pengadaan*

2

• Pemilihan
Penyedia

1 • Perencanaan Pengadaan*

2
• Pemilihan Penyedia

3
• Manajemen Kontrak* 

4
• Manajemen Informasi Aset*

UKPBJ Satker/OPD

* jika mengerjakan



1. PERENCANAAN PENGADAAN (jika mengerjakan)

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan untuk seluruh paket 

Pengadaan Barang

2. PEMILIHAN PENYEDIA

Pemilihan Penyedia yang dilakukan untuk seluruh paket Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya  di atas Rp 200 Juta (selain e-

purchasing) 

Pemilihan Penyedia yang dilakukan untuk seluruh paket Pengadaan Jasa 

Konsultansi di atas Rp 100 Juta (selain e-purchasing) 

PERHITUNGAN KEBUTUHAN JF PPBJ
di UKPBJ 



1. Menginventarisasi paket pengadaan 3 tahun terakhir yang dikerjakan UKPBJ

2. Memilah paket berdasarkan nilai untuk menghitung kebutuhan JF PPBJ per

jenjang:

• JF PPBJ Pertama untuk paket bernilai 200 juta s.d 5 Milyar

• JF PPBJ Muda untuk paket bernilai 5 Milyar s.d 50 Milyar

• JF PPBJ Madya untuk paket bernilai diatas 50 Milyar

4. Menghitung rata-rata volume paket 3 tahun untuk setiap jenjang JF PPBJ

5. Menginput rata-rata volume pada Kolom 4 (Volume Hasil) Lampiran II Perka

LKPP No.14/203

6. Kolom 4 Lampiran II Perka LKPP No.14/2013 hanya diisi untuk tugas yang

dikerjakan saja

Langkah Penghitungan Kebutuhan
Pokja Pemilihan di UKPBJ 



1. PERENCANAAN PENGADAAN (jika mengerjakan)

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan untuk seluruh paket 

Pengadaan Barang/Jasa

2. PEMILIHAN PENYEDIA

✓ Pemilihan Penydia yang dilakukan untuk seluruh paket Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya di bawah Rp 200 Juta (selain 

e-purchasing) 

✓ Pemilihan Penyedia yang dilakukan untuk seluruh paket Pengadaan Jasa 

Konsultansi di bawah Rp 100 Juta (selain e-purchasing) 

✓ Pemilihan Penyedia yang dilakukan untuk seluruh paket PBJ melalui e-

purchasing

PERHITUNGAN KEBUTUHAN JF PPBJ
di Satker/OPD (1)



3. MANAJEMEN KONTRAK (jika mengerjakan)

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan untuk seluruh paket 

Pengadaan Barang/Jasa

4. MANAJEMEN INFORMASI ASET (jika mengerjakan)

Informasi Aset Hasil Pengadaan Barang/Jasa (Barang belanja modal dan aset 

tak berwujud misal software, aplikasi, hak paten/cipta/merek)

PERHITUNGAN KEBUTUHAN JF PPBJ
di Satker/OPD (2)



Dokumen yang diperlukan dalam melakukan perhitungan Analisis Beban 

Kerja (ABK), antara lain:

a. Jumlah Satuan Kerja/OPD yang dilayani; dan

b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja pada K/L atau Daftar 

Pelaksanaan Anggaran pada OPD; atau

c. Data jumlah paket pekerjaan di UKPBJ yang tertuang di dalam Rencana 

Umum Pengadaan (RUP).

Dokumen di atas ialah dokumen selama 3 (tiga) tahun terakhir sehingga 

diperoleh jumlah rata-rata kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun.









https://ppsdm.lkpp.go.id

http://bit.ly/simulasikebutuhanJFPPBJ

https://ppsdm.lkpp.go.id/
http://bit.ly/simulasikebutuhanJFPPBJ


TERIMA KASIH
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROFESI

KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM

Gedung LKPP Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B

Jakarta Selatan 12940

ppsdm.lkpp.go.id

dit.bangprof@lkpp.go.id / sijabfung@gmail.com

mailto:ditbangprof@lkpp.go.id
mailto:sijabfung@gmail.com

